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Pendahuluan

Imu administrasi negara sebagal suatu kajian vang multidispliner senantiasa berada dalam proses

perkembangan menuju keberbagal dimensi. Pada perkembangan terakhir perubahan kajian administrasi

negara terus berlangsung. Perubahan tersebut memusatkan perhatian pada locus dan boundary makna
*public pada “administration” sehingga mengalami berbagai perdebatan dikalangan akademisi. Mamun
demikian, hakikat dasar konsep administrasi negara memifiki pendefinisian yang luas yang tetap menyanghkut
dinamika pemerintahan dan public affairs. Shafritz dan Russed (2005) dalam bukunya “Introducing Public
Administration® memperkenalkan makna adminitrasi publik kedalam empat kategarisasi khusus. Kategorisasi
tersehul mellputi pengertian administrasl publik dalam aspek politik, legal, manajerial, jabatan (oocupation).
Administrasi publik dalam pengenian politik lebih dimaknakan sebagai ukuran telah sejauh manakah atau
sebesar apakah kemampuan pemerintah dalam mengatas| setiap persoalan publik yang muncul, Sedangkan,
administrasi publik dalam perspektif legal lsbih memiiki arl bahwa rwang lingkup administrasi publik
menyangkut aktualisasi hak masyarakat melalui implementasi setiap kebijakan publik yang dibuat, dimana
ehijakan publik tersebut adalah produk hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara dan pemerintah.
Selanjutnya, admnistrasi publik dapat dipahaml dalam perspektif manajmen. Perspektif ini menekankan
pengelolaan sektor private sebagai bagian dari civil society yang harus dilavani pemerintah. Dalam konteks
ini, pemerintah haris mampu membatasi dan membedakan pengelolaan dan distribusl sumberdaya organisas
yang bersifal publik ataukah bisnis (private). Dan konsep administrasi publik sebagai ncn_rpaﬁan berkaitan
dengan kemampuan pemerintab sebagal pemilik fabatan fauthariny dakam mengevaluasi setiap program publik
yang telah direncanakan sebelumnya. Kategorisasi-kategarisasi inilah yang sesunggubnya menurut Shafritz dan
Russel {2005) sebagai "the rationale for public administration to be an academic discpline”.

Makna administeas) publik selanjutya, dapat juga dipabami dalam perspektif public policy”. Menurut
pendapat Pliffner dan Presthus (dafam Pamuji, 1985) dijelaskan bahwa pengertian administrasi publik lebih
bersifat “the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly occupied with
daily work of governments, Public adminfstration also concemed with carrying out public policies, encom-
passing innumerable skills and technigue which give order and purpose to efforts of large number of peaple:
Pemaknaan ini menjelaskan bahwa admiristrasi publik diartikan sebagai bagian kajian kebijakan publik yang
menyangkut koordinasi yang seharusnva dilakukan pemerintzh dalam pemenuhan kepentingan yang bersifat



iridividu dan kelompok. Arti yang dimunculkan lebih mengarah pada tercapainya suatu proses yang berkaitan
dengan pelaksanaan kebijakan publik dalam kerangka mewujudkan public affairs dan public interest. Senada
dengan pendapa tersebut, Rosenblom (2005) mengartikan administrasi publik sebagai “the use of managerial,
political, and legal theories and process to fullfill legisiative, executive, and judicial government mandates

for the provision of regulatory and puhlic service function®. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami
hahwa kapasitas flmu administras! publik tidak hanya pada tataran administratif, melainkan juga mengkali

aspek kebijakan.

Pemahaman: konsep administrasi publik dapat pula dipetakan dalam konteks government function.
Adanya pergeseran dan pangembangan batasan ardministrasi publik menyebabkan kajian ilmu ini tidak hanya
terfokus kepada public affairs, tetapl juga dalam koridor gavernance actors dan organisasi di luar pemerintah.
Dalam kondisi demikian, menurut Denhardt (2003 dijelaskan hahwa administrasi publik telah berfungsi
sebagal something that aocurred in many shapes and formas throughout government, administrative activities
performed [n the executrve branche, but there were also administrative functions performed in many sectors.
Lehih lanjut, konsep administrasi publik dapat dibedakan dalam dua konteks pengertian, yakni administrasi
publik dalam “arti |uas® dan administrasi publik dalam “arti sempit”. Dalam arti luas, administrasi publik
mempuny i makna sebagai proses kerfasama dalam lingkungan pemerintahian yang meliputi berbagai bidang,
lokus dan fokus kajian. Sedangkan, dalam arti sempit, administrasi publik dapat dipahami sebagai apa yang
dilakukan pemerintah terutama lembaga chsekutifnya dalam mensolusikan public cases.

Dilihat dari aktivitas organisasl, makna administrasi publik juga memiliki ruang lingkup yang lebih luas.
Soeprapto (2005) menjelaskan bahwa studi administrasi publik yang berkenaan aktivitas organisal menyangkut
berbagai keanakaragaman upaya dan aktivitas pemerintah. Pertama, adanya ruang lingkup pemikiran yang
memandang administrasi publik sebagal kegiatan yang dilakukan pemerintah yaitu lembaga eksekutif. Kedua,
ruang lingkup administrasi publik tidak hanya cekedar mengenal aktivitas lembaga eksekutif saja, {etapi juga
miencakup seluruh aktivitas dan accountahility dari akior pemerintahan lainnya seperti legiskatif, eksekutif
dan yudikatif yang kesemuanya bermuara pada fungst untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemahaman konseptual ini kemudian dipertegas lagi oleh pendapat Keban (2004} yang menyatakan bahwa
ruang lingkup administrasi publik berkaitan dengan figa aktivitas dlama yaitu persoalan organisasi pubilik,
manajemen publik dan implementasi kebijakan. Ruang lingkup administrasi publik juga meliputi lima domain
ubama yait manajemen, politik, legal, sosial dan budaya (Soeprapto, 2003).

Memahami Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Penelusuran kajian suaty displin ilmu dapat dilihat dati perkembangan paradigma keilmuannya. Fungsi
paradigma sangat penting untuk mengeambarkan posisi, card pandang, values, pendekatan {approach) dan
prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam rangka memecahkan pobiem reoritik dan cases yang terjadi dalam
lingkungan masyar kat, Untuk memenuhi konstruksi keilmuan ini, maka fungsi paradigma sangat peensi untuk
menjawab persolan tersabut. Seiring dengan pemahaman dliatas, Salam (dalam Zauhar, 1996) menjelaskan
terdapat tujuh pengertian paradigma keilmuan, Pertama, paradigma sebagai valye system (sistem nilai) dan
evaluasi ilmu pengetahuan yang mensyaratkan komitmen terhadap suatu sistem nilal yang memungkinkan
kita mengevaluasi reliabilitas dan klaim suatu ilmu pengetahuan. Kedua, Paradigma sebagai research interest
{minat penelitian), objek penelitian, sudul pandang terhadap abjek yang dikaji, fenomena yang dianggap
penting atau menarik, Ketiga, Paradigma sebagai theories ftenri) seperangkat aluran hukum dan proposisi yang
menghubungkan hukum tersebut dengan observast untuk menjelaskan apa yang dikaji. Keempal, paradigma
sebagal suatu model {madels] yang merupakan konsepsi umum dari suatu realitas berdasarkan aturan-aturan
teoritis yang diformulasi. Kelima, paradigma sebagal bodies of fact (seperangkat kenyataan), seperangkat
hasil observasi yang mambutubkan penjelasan teoritis. Keenarm, paradigma sebagai theoritical frameworks
{kerangka teori) kosa kata yang berhubungan dengan seperanghat konsep dimana proposisi dari suatu teord
yang diformulasi. Ketujuh, paradigma sebagai ohservational framework (kerangka abservasi), kosa Kata yang
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berasosiasi dengan seperangkat konsep dimana proposist observasi di formulasikan secara baik dan benar.
Perkembangan sebuah paradigma keilmuan sesungguhnya bukan awal atau akhir dari kajian suatu disiplin
ilmu, tetapi pemaknaan bagl seseorang datam menghaji lebih fanjut studi tersebul.

Perkembangan paradigma studi administrasi publik dapat dilihat dari pemetaan berbagai -macam
terminologi, pendekatan, kajian teori dan pemiliran ilrnuwan vang digunakan, Pemetaan ini dimaksudian
untuk menggambarkan eksistensi ilmu tersebut dalam merespon feniomena-fenomena sosial yang berkembang
di masyarakat. Fenomena tersebut akan digambarkan dengan perubahan dan perbedaan tujuan, teorl, dan
metndologi yang dikonstruksi secara epistimologis. Di awal perkembangannya, ctudi administrasi publik
mengalami perjalanan paradigma yang normatif. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan studi administrasi
publik tersebut untuk menjawab dan menjelaskan persolan publik yang berkembang, Kondisi inilah yang
menyebabkan munculnya wpaya dari ilmuwan administrasi publik pada saat it untuk menggugat dan
melakukan pendobrakan kajian administrasi publik secara terfokus. Seperti perriyataan Caiden (1982), yang
meragukan dan memperanyakan eksistensi teori inti dari administrasi publli. Eksistensi teor administrasi
publik dianggapnya lebih dominan sebagai ilmu terapan yang tidak memiliki dan menciptakan grand theory
tersendiri, Micolas Henry (1988) menjelaskan bahwa redupnya kajian adminitrasi publik tidak terlepas dari
fokwe permalenaan administrasi publik itu sendiri. Parkembangan studi administrasi publik dianggap ilmu yang
paling dinamis dan mampu mengimbangi transformasi lingkungan. Qleh karenanya, administrasi publik hamus
di pandang sebagai ilmu yang memiliki kajian paradigma vang elastis sesuai dengan peradaban jaman, Secara
lepas dalam bukunya *Public Administration and Public Affairs”, Henry (1988) menjelaskan beberapa kondist
dan tahapan perkembangan paradigma ilmu administrasi publik.

Pertama, paradigma dikotomi antara politik dan administrasi (1900-1926). Lehimya paradigma ini
‘sebenamya merupakan reaksi dari ketidakpuasannya terhadap pendapat dan kajian trikotomi yang sering
dikenal dengan “trias politika®, sehingga dikotom| fungsi administrasi publik yakni fungsi palitik dan
administrasi dianggap sebagai syarat mutlak administrasi dalam mengemban pelayanan kepada masayarakat,
Lahirmnya paradigma ini memberikan dampak yang positif untuk menjadikan administrasi pulilik sebagal displin
ilmu yang utuh dan holistik. Fokus dari imu administrasi pun dibatasi pada masalah-masalah organisasi,
kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan yang termasuk didalamnya aspek
politik birokrasi.

Kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937), Paradigma ini sebagai upaya dari
pakar administrasi publik pada saat it untuk membawa disiplin ilmu ini sehagai ilmu tersendiri. Upaya ini
pun akhimya membuahkan hasil, dimana para pakar telah bersepakat untuk melahirkan sebuah prinsip-dasar
admininistrasi yang dikenal dengan “The Principles of {public) ‘Administration”. Dalam karya ini, prinsip
administrasi itu lebik ditekankan pada fungsi seorang administrator negara yang meiliki tugas strategis dalam
pelayanan masyarakat, Pada kurun waktu paradigma ini telah lahir tujub prinsip adfministrasi yang ditulis oleh
Gullick dan Urwiclk dengan “istilah POSDCORB®, Dalam prinsip ini Gulick dan Urwick {dalam Pasolong,
2007} menyatakan bahwa terdapat prinsip utama dalam mengorganisasikan kepentingan dan kebutuhan
manusia. Prinsip ini menyangkut persoalan teknis yang dapat digunakan terhadap penyelesatan problematika
tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Paradigma kedua adminisirasi publik ini, telah mempersoalkan
lokus kajian keflmuannya, tetapi yang jauh lebih penting adalah konsiatensi darl fokus il adminitrast
yaitu prinslp-prinsip administrasi dianggap dapat berlaku universal pada setlap bentuk organisasi dan setiap
lingkungan sosial budaya apapun. Hal ini akan berdampak dengan kemapuan implementasi toerl administrasi
untuk diterapkan dalam scope apapun, baik dalam konteks negara, maupun lingkungan kajiannya.

Ketiga, “paradigma administrasi negara sebagal ilmu politik* (1950-1970). Lahimya paradigma ini
diawali karena pemikiran bahwa llmu politik dan ilmu administrasi adalah satu kesatuan iimu yang bisa
dilebur secara utuh. Akibat darl pemikiran tersebut, akhimya perkembangan iimu administrasi publik tdak
begitu pesat. limu politklah yang seringkali digunalan uniuk menafsiian dan mengkajl persoalan publik
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yang terjadi pada saat ifu. Namun demikian, pada masa ini dijelaskan bahwa fase sdamya untuk menetapkan
kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik seperti yang tefadi pada pardigma
sebelumnya, Konsekuens! darl wsaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang paling sedikit dalam
hubungannya dalam fokus keahliannya yang esensial. Mamun dalam perkembanganya, pada fase inl telah
muncul juga upaya pemberontakan para sebagalan pakar sepeni Simon dalam memperjuangkan eksisitensi
iImu adminitrasi publik sebagai kesatuan iimu yang utuh dan mumi, Tanda kemunculan spirt ini dapat dilihat
dari meningkatnya analisis studi kasus yang menggunakan perspektif administrasi publik dalam instrumen
pemyelesalnnya. Kemudian juga munculnya pemikiran dan konsep administrasi pembangunan sebagai sub
kujian dari iimu administrasi negara, Sementara keinginan para pakar untuk menjadikan administrasi publik
sehagai [Imu tersendiri dan tepas dari kajian fimu politik teres meningkat.

Keempat, paradigma administrasi negara sebagai iimu administrasi {1970-1998)". Pada paradigma ini
ilmu administrasi negara telah beckembang menjadi ilmu administrasi. Adapunasumsi dasar yang menyebabban
lahimya pandangan ini adalah sulitnya untuk membedakan fokus kajian antara administrasi publik dan blsnis.
MNarmun sesungguhmya, paraigma inl lahir karena keinginan para pakar administrasi publik pada saat o untuk
mengembalikan jati diri dan arah flmu Ini. Fokus kajian adminitrasi dalam ilmu inf lebih di fokuskan pada
feari organisasi dan manjemen. Dalam korun nrasa waktu tersebut juga muncul perdebatan tentang bagimana
memposisikan lokus ilmu ini socara nvats, Dan pada akionya lokus iimu administrasi pun dianggap tidak jelas.
Kelima, *administrasi negara sebagai [Imu administrasi negara (1970-1990)". Pada masa inl administrasi publik
dlanggap sebagai administrasi publil, bukan bagian dari kajian ilmu politik atau lmu-administrasi yang selama
ini tidak memiliki fokus, Mamun demikian, pedu diakui bahwa kerangka teoritik kajian ilmuo administrasi publik
pada saat ini lebih banyak mengadopsi teoniteor ilmu administrasi dan ilmu politik, seperi teor organisasi,
ilmu kebijakan, dan ekenomi politik, Oleh karenanya, hubungan dan wilayah ilmu administrasi publik, ilmu
administrasi dan {Imu politik sangatlah erat walaupun karmkteristik [imunya tetap menunjukan warna tersendirf,
Sedangkan dalam literatur terbarunya yang berjudul * Public Management and Public Affairs® dijelaskan
perkembangan paradigma terakhir administrasi publik telah mengarah kepada paradigma “from government to
governance” (Henry, 2004),

Penelusuran paradigma administrasi publik selanjutnya, dapat dipahami dari pemikiran H. George
Frederickson (19800 dalam bukunya vang berjudul *Administrasi Negara Baru®, Menurutnya lerdapal enam
paradigma administrasi publik, Pertama, paradigma birokrasi klasik. Fokus dari paradigma ini adalah mengkaji
persoalan organisasi publik -melalul analisis strakiue dan desain organisasinya. Persoalan administrasi lebib
dimaknai sehagai bagian dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, Lokus paradigma ini adalah berbagai jenis
organisasl baik pemenntahan maupun bisnis. Nilai pokok yang diwojudian dalam paradigma inl adalah
efisiensi, efektivitas, ekonomi dan rastonalltas, Aktor utama paradigma ini adalah Weber dengan konsep
*Bureapcracy” (1922), tulisan Wilson vang berjudul “The Study of Public Administration” {1887, Taylor dengan
konsepnya “Scientific Mangement*(1912) serta Gulick dan Linwick dengan antikelnya “Papers on The Cience
of Administration® . Kedua, paradigma birokrasi neo-klasik. Paradigma ini menganut lokus vang mengacy pada
teori keputusan yang dibasilkan ofeh birok rasi pemerintahan, Fokusnya adalah pada kajian proses pengambilan
keputusan it sendini. Marmun demikian paradigma ini febib fokus kepada penerapan ilmu perilako, ilmo
manajemen, analisiis sistem dan penelitian operasional. llmwwan administrasi publik yang mendukung
paradigma ini antara lain Simon dengan tulisannya yang berjudul “Administration Sehaviour {1948)°, Cyer dan
march dengan tulisannya vang mengambil topik Abehavioral Theary of the Film (1963)". Ketiga, paradigma
kelembagaan. Pardigma ini terfokus pada perilaky birokrasi yang dipandang jugas sebagal suatu organisasi yang
komipieks, Sementara, masalah-masalah yang berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organizasi
kurang mendapatkan perhatian. Salah satu perilaku organisasi vang diungkapkan oleh paradigma ini adalah
perilakyu pengambilan keputusan vang bersifat gradual dan inkremantal, yang oleh Lindbiom (1965) dipandang
sehagal satu-satunya cara unluk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan perspektif kebijakan
dan berbagai kemungkinan bisa dari peiabat-pejabat politis, Adapun tokah-tokoh dalam paradigma ini antara
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‘H’l’t Thompson yang menulis perscalan “Organization in Action: The Social Seieénce Bases of Adminitration
Theory (1967), Mosher (1968) dengan gagasan “demokrasi and the Public Service nya, dan Etzioni (1962)
yang menulis artikel yang berjudul “A Comperative Analysis of Complex Organization”. Keempat, paradigma
hubungan kemanusiaan. Fokus dari pardigma ini adalah keikutserman dalam pengambilan keputusan
minimasi dan pesbedaan dan status hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi dini dan optimalisasi
'ﬁ;ﬂt kepuasan. Disamping itu fokus paradigma ini juga menyangkut aspek-aspek dimensi kemanusiaan dan
aspek sosial dalam tiap jenis organisasi publik. Tokoh yang berpengaruh dalam paradigma ini antra lain Rennis
likert (1967) yang terkenal dengan tulisannya * The Human Organization: t's Management and Value dan
Dlaniel Kattz dan Robert Khan yang terkenal dengan konsepnya “ The Social Pasycalogy of Organization
11966). Kelima, paradigma pilihan publik (public choice), Fokus dari paradigma ini adalah interpretasi darl
!ﬁiﬁm administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik. Fokus paradigma int jiga mengkaji pilihan-pilihan
publik untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisaci
Mmpleks, Tokoh dari paradigma ini antara lain Buchanan (1962), Tullock (1968) dan Ostrom (1973).
. paradigma “adminitrasi negara baru”. Fokus dari paradigma ini adalah upaya mengorganisasikan,
‘menggambarkan, mendesain organisasi dalam mewujudkan nilaknilai kemanusiaan secara maksimal dengan
menggambarkan sistem dentralisasi dan terciptanya organisasi-organisasi yang demokralis,

Perkembangan paradigma administrasi publik dapat juga ditelusuri melalui munculnya beberapa aliran
{mazhab} studi administrasi publik it sendiri. Gerald E. Caiden (1982) memetakan perkembangan aliran
administasi publik kedalam beberapa kajian. Pertama, proses adminisirasi, Aliran ini mengandatkan kajian
POSDCORE dalam memperlancar proses administrasi publik. Kedua, empirts administrasi. Aliran inf membahias
hagaimana studi dan praktik administrasi publik tidak hanya semata-mata mengandalkan teori dan generalisasi
yang telah dihasilkan, Ketiga, pritaku manusia. Kajian ini lebih memusatkan perhatian pada komunikasi,
konflik, mativasi, kepemimpinan, status dan interaksi sosial, Unsur-unsur ini bertujuan untuk mencapai targe!
arganisasi yang telah ditetapkan. Keempat, analisis birokrasi. Fokus aliman ini adalah pada penerapan prinsip-
prinsip birokrasi Weberian, yang dianggap diunggul lama didasarkan atas aturan yang rasional yang mengatur
proses menurul pengetahuan teknis dan efisiens yang tinggi. Kefima, sistem sosial. Aliran ini el fhat organisast
publik sebagai suatu sistem sosial terbuka dan terttup dan dalam pengembangannya diperluas menjadi
pemahaman terhadap hubungan antara administrasi publik dengan publik, Keenam, pengambilan keputusan.
Fukus kajian aliran ini adalah pemahaman pada prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengambilan keputusan dan
‘organisasi. Tujuannya agar menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ketujuh, aliran matematik.
Fokus kajian ini adalah penggunaan pendekatan matematika (kuantitatifi sehingga para administrator tidak
lagi menggunakan pendekatan tradisional dalam menganalisis kajian administrasi publik. Kedelapan, integritas
daam administrasi publik. Fokus kajian ini adalah upaya studi adminitrasi publik dalam melakukan konsolidasi
berbagail macam pandangan tentang kajian administrasi publik.

Dalam perkembangannys, paradigma administrasi publik mengalami pergeseran makna ke arah
pendekatan birokratik. Pendekatan birokratik ini mencoba menggagas posisi admingstrasi publik yang
sesungguhnya ada pacla pelaksanaan birokrasi. Pelopor paradigma ini adalah Barzley dan Armajani (1997}
Dalam pemikirannya, ia menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma administrasi publik dari
hureaucratic paradigm ke paradigma post bureaucratic paradigm”. Bureaucratic paradigm dijelaskan sehagal
kajian yang menghendaki tercapainya tujuan organisasi publik melalui penekanan efisiensi terhadap kinerja
administrasi, Dialam rangka efisisensi ini diperlukan pengawasan dari pemerintah dalam menjalankan birokrasi.
Walaupun disisi lain, justru muncul otorisas) struktur akibat pengawasan yang sangat ketat. Mamun demikian,
hal yang menjadi substansi atau fokus pradigma inl adalah terciplanya akuntabilitas pemerintah lokal dalam
melaksanakan setiap prosedur birokrasi. Sedangkan, paradigma post bureaucratic paradigm lebih Menekankan
hasil yang dicapai dalam mewsjudkan kepentingan publik. Walaupun paradigma ini juga tetap, menggambarkan
betapa pentingnya kualitas dan nilal, produk dan keterikatan dan pengutamaan misi, pelayanan dan hasil akhir
foutcome) dari birakrasi, Esensi tainnya dari paradigma ini adalah begitu besamya pemahaman dan keharusan
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penerapan nomma-norma dalam memecabkan masalah publik secara berkelanjutan: Agar masalah publik dapat
diatasi, paradigma ini mengisyaratkan perlunya pemisahan antara pelayanan dan kontrol dengan membangun
dukungan terhadap norma dan memperluas pilihan publik yvang dibutubkan,

Seielah berakhimya paradigma klasik adiminisirasi publik, perkembangan paradigma administrasi publik
miasuk ke ranah paradigma modem. Paradigma ind diawali dengan munculnya paradigma baru kontemporer
yang lebih menggugat eksisitens! makna publik yang dijadikan objek kajian. Perkembangan paradigma ini
diawali dengan munculnya pemikiran David Osborn dan T Gabler (1992) yvang menggagas teort “refnventing
government” dalam kajian adminitrasi publik, Gagasan ini kemudian di kembangkan lagi oleh David Osborn
dan T Gabler dalam kajian yang lebih operasional, Terdapat beberapa pemikiran dalam paradigma ini. Pertama,
keinginan untuk memposisikan pemosintah sebagai pembuat kebijakan vang berfungsi sebagai pengarah dan
pelaksana pembangunan. Kedua, kapasitas pemerintah lebih baik berfungst sebagal pemberdaya masyarakat
ketimbang terus-menerus sebapai pelayan masyarakat. Keliga, pemerintah sebapai lembaga pelksana
kepentingan publik harus memiliki pilai-nila pelayanan kompetitil dalam manangani urusan-urisan publik,
keempat, pemerintah sebaiknya bergerak sebagai organisasi misioner yang dapat memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk menetukan piban publiknya. Kelima, pemerintah dalam bekerja sebaiknya berorientasi
kepada hasif yang efisien, Keenam, memuaskan pelanpgan (masyarakatl adalah tujuan utama pemerintah.
Ketujuh, permerintab sebagai katalisator harus berperan sebagai badan usaha harus yang berfiva enterprenes
dalam memperkuat birokrasi, Kedelapan, pemerintah harus antisipatif dalam mencegah permaslahan publik,
Kesambilan, kewenangan harusi bergeser dard pola kerja hirakhi ke model kerja partisipasi dan kerja sama. Dan
kesepulub, pemerintah sebagai pihak vang berorientasi kepada pasar harus menguasai mekanisme pasar agar
birokrasi mampu beradaptasi dengan lingkungannya,

Perkembangan paradigma administrasi publik modem selanjutnya berkembang ke dalam perspektif
“new public management (NPMI® dan new public service (NPS), Perspektifl MPM menjadi begitu populer
ketika prinsip *good governance” menjadi orientasi kajian, NPM melihat bahwa paradigma manajemen
terdahulu kurang efekdif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publilk, Adapun
prinsip dasar dari paradigma inl menyvangkut perscalan pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor
publik, pengpunaan indikator kinerja, panekanan vang lebin besar pada kontrol output, pergeseran pada unit-
unit yang lebih kecil, pergeseran ke kompetisi vang lebih tinggi, penekanan pada gaya sektor swasta pada
penerapan manajemen, dan penekanan pada disiplin dan penghematan vang lebih tinggl dalam pengsunazn
sumber daya, Secara umum, nilai-nilai NPM dipandang sebagai suaty pendekatan dalam administrasi publik
yang menerapakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam manajmen hisnis dan disiplin vang
lzin untuk meningkatkan effisiensi, efektivitas kerja pelavanan publik pada birokrasi modem,

Sedanghkan, perpsektil NPS yang dipelopori oleh |.V.Denhardt dan R Denbardt (2003) menyarankan
untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik, reinventing government, atau new public management,
Perspektif ini juga merupakan kritik dari kapitalisme birokrasi vang dikerukan oleh reinventing government dan
MPM. Pemahaman MPS ini lebih diarahkan pada prinsip democracy, pride, dan citizen. Dalam pandangannya
Denhardt & Denhardt (2003) menvebutkan bahwa public servant do oot deliver customers service, they
deliver-democracy. Oleh sebab itu nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelavanan untuk kepentingan
publik sebagai norma mendasar dalam fokus ilmu sdministrast publik. Dalam ranah inilah pergesaran' makna
atdministrasi negara menuju sdministrasi publik tersebut sesungguhnya terjadi.

Public Administration sebagai sebuah “Model™

Secara epistomologi kajian cuatu Hmu dapal dipahami dan eksisisiensi model yang dikembangkan.
Pemaknaan model sendiri terkadang bagi sekelompok Hmuewan bukanlah definisi yang bersifal baku. Namun
demikian, model secara tidak langsung menegaskan pemaknaan dan definisi konsep yang dimiliki suatu displin
ilmutersebut, Menurut Zauhar {1996) model lebih berfungsi sebagai kajian untuk menyederhankan pemahaman
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atu, £ dalam konteks imu administrasi publik, model memiliki pendefinisian yang beragam dan
elanan fokus jimu yang berbeda satu sama lainnya, Menurut Waldo (1971) terdapat beberapa
bisa dimanfaatkan sebagai alat kajian jlmu adminstrasi publik. Pertama, faw as a model. Model
ng administrasi publik sebagai sistem hukum yang berfungsi meyelesalkan persoalan publik.
bungkus oleh kajian normatif hak dan kewajiban pemerintah dalam melayani publik. Kedusa,
anical metaphor, Dalam model ini administrasi publik dipandang sebagai bentuk birokrasi mesin
bergerak. Administrasi publik bergerak ibarat mesin vang tak henti-hentinya melayani masyarakat.

analogl organis. Model inl menganggap administrasi publik adalah manifestasi lingkungan
ditengah masyarakat. Keempat, model adminiteasi bisnis. Model ini menganggap administrasi
¢ sebagai sebuah perusahaan vang selalu bekerja dengan prinsip-prinsip bisnis sepert efisiensi, efektip
oital. Kelima, model administras) militer. Model ini menganggap pentingnya komando yang hirarkhis
pelaksanaan fungsi administrasi publik. Keenam, model teciogi yang memandang pendekatan agamis
m mempu perubahan terhadap kultur administrasi publik. Ketujuh, modsl perspektif ideclogl, Mads! Ini
ang administrasi publik sebagal suati aktivitas yang professional dalam arganisasi publik. Kedelapan,
perspektif ekonomi. Model ini memandang fungsl administrasi publik cebagai cebuah pendalkatan
gnomi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kesermbilan, model sistem. Model ini memetakan

51 adminitrasl publik sebagal satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari objeknya yakni masyarakat.
spilih, model lensa sosial. Model ini menegaskan posisi administrasi publik sebagal sebuah gejala sosial-

ogis yang hanya dapat dipahani sebagal konteks lingkungan sosial. Menyimak beberapa model tesebut
, dapatlsh dipahami bahwa realitas kajian administrasi publik berkembang dengan pesat dan dianalisa
 berbapai parspekiif,

."_ ~ Kansepsi model administrasi publik terus berkembang secara dinamis; Hal tersehut terbukti dengan
- munculnya model *administrasi negara baru® yang dikembangkan oleh Frederickson pada tahun 1980 an,
24 Beberapa lima model perkembangan administrasi negara pada =aat itu.

Perlama, model birokrasi klasik. Fokus dari model ini adalah pengembangan peran administeasi publik
sebagai suato disiplin imu vang dapat dianalisis dalam perspektif arganisasi, kelompok produksi, dan kelompok
kerja, Mode| ini memiliki ciri-cir antara lain memiliki struktur yang hirarkis, oloritas, adanya dikotom| politik
administrasi, pengangkatan anggota organisasi berdasarkan kualitas vang dimiliki. Sedangkan spirit yang
dikembangkan adalah efisiensi, ekonomis, dan efektivitas organisasi, Tokeh-tokoh administrasi publik yang
mempelopori perkembangan model ini Taylor, Wilson, Weber, Gulick dan Urick.

Kedua, model neo-birokrasi, Model adminsitrasi publik ini lebih terfokus pada proses pengambilan
keputusan dalam sebush organisasi publik. Ciri-ciri dari model adalah adanya filosofi pesitiflogis organisasi
publik, analisa organisasi publik dengan perspektif sistem, dan pengembangan kajian lmu manajemen yang
berkharakteristik pada produktivitas. Nilai dan budaya vang dikembangkan dalam model ini adalah rasionalisasi,
efisiens dan ekonomi. Tokoh yang mempopulerkan model ini antara lain Simon, Cyert, March, Gore,

Ketiga, model institusl. Fokus kajian model ini terletak pada perilaku organisasi yvang esensial dalam
rasionalisasi setiap keutusan yang akan diambil. Prilaku organisasi adalah kemponen penting dalam arentas!
kekuasaan organisasi publik. Adapun ciri-ciri model institusi inl antara lain birokrast adalsh cerminan
kebudayaan, adanya pola-pola prilaku birokrasi yang memusatkan perhatian pada kelangsungan organisasi
publik, kempetisi, teknologi, rasionalitas dan inkremetalisasi kekuasaan. Perkembangan model ini tidak terlepas
dari beberapa gagasan para teoritis/ seperti Lindblom, ). Thomson, Crizier, Ftzioni, Riges, dan V. Thomisan.

Keempat, model hubungan kemanusiaan. Model ini dikembangkan oleh ilmuwan seperti McGregor,
Likest, ennis, dan Argryris, Fokus empiris dari kajian ini adalah bagaimana menciptakan pola interaksi ind|vidu
dan kelompok kerja, bagaimana hubungan pengawas dengan pekerja, bagaimana perubahan prilaku anggota
organisasi, Kajian empiris tersebot menciptakan kepuasan kerja dalam organisasi, pengembangan kepribadian
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anggofa: organisasi dan peningkatan kuwalitas harga dirl individu ketika berinteraks! dengan lingkun
eksternal,

Kelima, model pilihan publik (pubdic choice), Model ini secara empins mengkaji persoalan admi
publik yang berkaltan dengan hubungan organisasi/ klien dan distribusi barang-barang publik (public
Model ini juga menggagas deseniralisasi strubtir sragnisast yang tumpang tindih. Termasuk didatamnya
desentralisasi dan madel kepemimpinan yang ideal dalam organisasi publik. Sedangkan, nilai-nilai admi
publik yang dikembangkan antara lain kebebasan warga negara fmasyarakal) uniuk menentukan pilithan
kehendak dan wnlutan masingmasieg. Warga negaa mempunyai k=sempatan uniuk mempergenakan
mendapatkan pelayanan publik yang sama, Secara khusus, Frederickson (1997) menggambarkan perkemba
maodel studi administrasi publik tersebut sebagal fragmentasi civic needs dan gavernment task yang didapat
akselarasi transformasi kajian administrasi publik sebagai subjek ilmu dan masyarakat (citizen) yang berkem
secara global. Secara epistimologls perkembangan dan kategorisasi model tersebut telah menghanta
perluasan makna administras! negara ke administrasi publik,

Mencari Titik Temu Kajian “Administrasi Negara” dan “Administrasi Publik”

Dalam perkembangannya, istilah “administrasi publik” sefalu dialinbahasakan ke dalam bahasa Indanesia
dengan sebitan “administrasi negara®. Perubahan konsep ini senngkali diperdebatkan oleh banyak kals ]
sebagai perubahan keilmuan yang dinamis dari perkembangan sebuah displin ilmu ini. Adanya perub:
pendekatan yang digunakan dalam mengeelola negara menjadi alasan penting mengapa terjadinya dina
perubahan tersebut, terlebih dengan munculnya paradigma governance pada masa perkembangan adminis
negara modem telah menyebabkan lahirmya penekanan fokus kajian dari ilmu “public adminigration
Covernance lebih cenderong bermakna “publik” karena memiliki beberapa akior yang dianggap pen
dalam menjalankan fungsi penvelenggarzan pemerintahan. Aktor tersebyt meliputi state ipemerintah), o
sector (plhak swasta’pelaku bisnis), civil society (NGO, Ormas dan lembags independen lainnya). Esen
perubahan ini telah menggeser pemaknaan administrasi publik (sebelumnya disebut administrasi negara)
domain aktor yang menjalankan pemerintahan yakni dari aktor tunggal (state) ke multi aktor (state, private
sector, civif society). Dalam konteks inilah, administrasi publik sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sebuah
rangkaian administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh state dalam rangka memenuhi kepentingan bersama.
Pemahaman ini juga pada hakekatnya memunculkan kembali fiwa dari ilmu administrasi negara yang sejak
pertama kalinya memilikl tujuan untuk mefayani kepentingan masyarakat banyak.

Di Indonesia, istilah “administrasi negara® dikenal sebagal “administrasi publik® seiring dengan adanya
perubahan pendekatan yang digunakan dalam mengelola nepara yakni dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan
yang berbasiskan masyarakat. Oleh karenanya, makna publik lebih bermakna sebagal masyarakat atau rakyat
yang harus dilayani oleh pemerintah; sehingga istilah “public® dalam “administration® dapat dipahami sebagal
proses kepemerintahan (governance) yang selaras dengan perubahan teesebut. Akhir dari proses ini melahirkan
pemaknaan bahawa fokus “public administration” tidak lagi werletak pada kekuasaan yang selama ini berada
pada penguasa, tetapi harus berdasarkan aspirasi kebutuhan dan kepentingan multi-aktor. Dengan demiki
dapat dipahami bahwa stakeholders dalam mengelola negara tidak hanya akior negaes (e
tetapi juga publik dalam ati yang luas (non- governmental actors), Apabila riang kajian inl dipahami
titik temu peralihan konsep administrasi negarm menuje administrasi publik, maka peran ilmu
publik di masa-masa mendatang sangat tergantung bagaimana kemampuan ilmuwan mengemban
konsep baru dalam mewujodkan tata kepemerintahan yang baik, misalnya tata kepemerintahan
berkeadilan dan demokeatis.
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